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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Wakaf bukanlah sekedar sedekah biasa, melainkan memiliki ganjaran dan 

manfaat yang lebih besar bagi diri pewakafnya. Secara umum wakaf merupakan 

salah bentuk sedekah jariyah (amal terus menerus) yang dalam istilah syara’ adalah 

suatu pemberian yang pelaksanaannya dengan cara menahan (pemilikan) kemudian 

menjadikan manfaatnya berlaku untuk umum (Masrikhan, 2019). Fungsi mendasar 

dari wakaf mengandung unsur persaudaraan (ukhuwah), kebajikan (birr), dan 

kebaikan (ihsan), sehingga wakaf dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk 

instrumen ekonomi Islam (Fitriyah, 2019). 

Dalam Islam, wakaf merupakan salah satu dari beberapa aktivitas potensial 

yang dikembangkan untuk mengatasi kemiskinan. Dilihat dari segi fungsinya 

sebagai ibadah, wakaf diharapkan dapat menjadi bekal bagi kehidupan wakif di 

akhirat dikarenakan pahala yang akan terus menerus mengalir selama harta wakaf 

tersebut dimanfaatkan. Sedangkan dilihat dari segi fungsi sosial, wakaf merupakan 

aset yang sangat bernilai, terutama dalam pembangunan (Fahmi & Fuadi, 2018). 

Perannya dalam mendistribusikan kesejahteraan di antara penduduk dan 

mengurangi kemiskinan adalah salah satu tujuan wakaf. Pembangunan negara dapat 

terwujud dengan baik apabila pengelolaan wakaf berjalan dengan baik, bahkan akan 

berpengaruh di segala bidang, baik di bidang ekonomi, sosial, agama, budaya, 

bahkan politik dan pertahanan keamanan. Sayangnya, potensi besar belum 
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direalisasikan oleh muslim. Wakaf masih dipahami secara sempit, tidak modern, 

non-ekonomi, anti sosial, dan menyelesaikan hanya sekitar isu-isu agama. 

Pemerintah merupakan salah satu pihak yang paling berkepentingan dalam 

pengentasan kemiskinan. Tertera dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 

1945 yang berbunyi: “Fakir Miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh 

negara.” Dalam upaya pengentasan kemiskinan, sudah seharusnya pemerintah 

mengalokasikan sejumlah dana yang disesuaikan dengan kondisi yang ada. Dalam 

ilmu ekonomi Islam, wakaf merupakan jawaban yang dapat merealisasikan tujuan 

tersebut. Berbagai masalah penyebab kemiskinan, maupun kebutuhan untuk 

kepentingan yang bersifat komersial, dapat diatasi dengan wakaf karena wakaf 

merupakan sedekah yang pokoknya tidak boleh habis. Wakaf bukan hanya sebagai 

penyedia kegiatan yang bersifat nirlaba religius (Muljawan dkk., 2016). 

Sebuah contoh, gedung perkantoran yang dibangun di atas lahan wakaf yang 

memiliki unit-unit yang dapat disewakan. Dari hasil penyewaan, laba yang 

dihasilkan dapat digunakan untuk menyokong operasional sektor nirlaba, misalkan 

untuk beasiswa di pondok pesantren atau bantuan bea premi Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di rumah sakit bagi pasien yang tidak mampu. 

Jadi apabila hal ini diterapkan, maka akan dapat memberikan manfaat fiskal, 

sehingga masyarakat tidak lagi ketergantungan dengan pemerintah terutama dalam 

hal seperti pembangunan infrastruktur dan layanan sosial. Anggaran negara 

akhirnya tidak terlalu terbebani karena belanja pemerintah telah tersubstitusi oleh 

aktivitas filantropi berupa wakaf. Jika dipandang secara lebih terperinci, hal itu 

dapat terjadi melalui pengelolaan wakaf yang dilakukan secara baik dan benar. 
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Maka Nazhir wakaf harus mampu mengelolanya, baik itu berupa wakaf tanah, 

wakaf uang, ataupun mewakafkan aset lainnya. 

 Indonesia termasuk negara yang memiliki potensi wakaf yang besar, 

dikarenakan Indonesia mempunyai jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. 

Oleh karena itu, penerapan wakaf produktif menjadi potensi yang dapat 

dimanfaatkan dengan tujuan pengentasan kemiskinan dan terwujudnya 

kesejahteraan masyarakat, sehingga wakaf dapat dikatakan sebagai komponen 

penting dari instrumen ekonomi Islam yang dapat memecahkan permasalahan 

sosial-ekonomi. Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga negara independen 

yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. 

BWI dibentuk untuk mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia, 

serta membina Nazhir dalam pengelolaan aset wakaf menjadi lebih baik dan lebih 

produktif, sehingga bisa memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat. 

Berdasar data yang dihimpun oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian 

Agama RI, per April 2019, jumlah tanah wakaf di Indonesia mencapai 161.579 

hektar, tersebar di 366.595 lokasi di seluruh Indonesia (Akbar, 2019). Namun, 

masih banyak dari tanah wakaf tersebut belum dimanfaatkan secara produktif atau 

belum dikelola secara maksimal. Perihal pendanaan dalam pengelolaan aset wakaf 

merupakan salah satu kendala dan merupakan permasalahan yang mendasar dari 

pengelola wakaf, sehingga adanya aset wakaf tersebut tidak bisa berkembang dan 

dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat (Fitriyah, 2019). 

Melihat banyaknya jumlah tanah wakaf yang ada di Indonesia, 

menunjukkan bahwa masyarakat sudah banyak yang memahami terkait hukum 
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wakaf. Namun, masyarakat masih menjaminkan aset wakaf berupa aset berwujud 

yang membawa fitur lamanya yang berupa tanah. Seiring dengan zaman yang terus 

mengalami perkembangan, wakaf tidak lagi hanya diasosiasikan sebagai objek 

yang berupa tanah, tetapi pada bentuk lain juga seperti yang dijelaskan pada UU 

Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Harta benda wakaf terdiri dari benda tidak 

bergerak dan benda bergerak. Benda bergerak adalah harta wakaf yang tidak habis 

karena dikonsumsi atau bisa disebut juga dengan wakaf tunai, contohnya adalah 

uang, termasuk surat-surat berharga (Masrikhan, 2019).  

Sebagaimana disinggung sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa 

wakaf tunai (uang) adalah hal yang harus terus dikembangkan untuk meningkatkan 

peran wakaf dalam sektor ekonomi. Hal ini dikarenakan sifat umum dari wakaf 

tunai, yaitu setiap orang bisa menyumbangkan hartanya tanpa adanya batasan 

tertentu, termasuk untuk pengelolaan aset wakaf yang sudah terkumpul. Demikian 

juga dalam hal fleksibilitas wujud dan penggunaannya, sangat memungkinkan 

untuk dimanfaatkan potensinya secara maksimal. 

Wakaf tunai merupakan bagian dari sistem ekonomi Islam yang merupakan 

bagian integral dari aspek pemberdayaan. Wacana wakaf tunai sebenarnya sudah 

ada sejak lama. Jika melihat pada kajian fikih klasik, beriringan dengan munculnya 

ide revitalisasi fikih muamalah dan perspektif Maqashid Syar'iyyah (tujuan-tujuan 

Syariah) (Tulus dkk., 2003). Wakaf tunai merupakan model yang sangat tepat 

dalam memberikan jawaban yang menjanjikan untuk mewujudkan kesejahteraan 

sosial dan membantu mengatasi krisis ekonomi. Pengelolaan dana wakaf tunai 

dengan model mutual fund melalui mobilisasi dana abadi yang digarap melalui 
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tantangan profesionalisme yang amanah di tengah keraguan terhadap pengelolaan 

dana wakaf serta kecemasan krisis investasi domestik dan sindrom capital flight, 

menjadi pilihan yang sangat relevan. Bagi orang-orang yang menginginkan 

investasi yang didasarkan dengan motivasi teologis berupa niat amal jariyah dan 

demi kesejahteraan ekonomi sosial, hal ini merupakan pilihan yang tepat. Wakaf 

tunai sangat strategis menciptakan lahan pekerjaan dan mengurangi pengangguran 

dalam aktivitas produksi yang selektif sesuai kaidah syariah dan kemaslahatan. 

Selain itu, sangat potensial untuk memberdayakan sektor riil dan memperkuat 

fundamental ekonomi. Hal ini juga merupakan jawaban dari tantangan untuk 

mengubah pola dan preferensi konsumsi umat dengan filter moral kesadaran akan 

solidaritas sosial sehingga tidak berlaku lagi solusi untuk meningkatkan 

kesejahteraan pihak yang mayoritas (miskin) dengan adanya pengorbanan dari 

pihak minoritas (kaya). 

Agar wakaf tunai dapat berkembang secara lebih luas, harus adanya 

perhatian lebih dalam hal pembiayaan berbagai proyek sosial melalui 

pemberdayaan wakaf benda tak bergerak yang masih non produktif, atau melalui 

penyaluran kepada lembaga-lembaga pemberdayaan ekonomi. Dalam pengelolaan 

aset wakaf agar menjadi lebih produktif, perlunya terjadi aktivitas yang lancar dari 

lembaga-lembaga wakaf yaitu melalui penggalangan dana (fundraising) yang 

efektif. Fundraising dapat berupa cara-cara konvensional (offline) atau melalui 

online melihat perkembangan era teknologi di dunia sampai saat ini. Fundraising 

yang pelaksanaannya bermula dengan secara langsung antara lembaga penghimpun 
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dana atau penerima manfaat dengan donatur, sekarang hanya dengan bermodalkan 

internet dan media sosial, semua pengguna internet bisa mengaksesnya.  

Industri keuangan syariah sekarang menjadi sesuatu yang menarik untuk 

diteliti, baik di negara-negara maju maupun berkembang, ekonomi Islam sedang 

naik daun. Industri teknologi keuangan atau yang biasa disebut dengan fintech 

(financial technology) menjadi industri keuangan yang sedang mengalami 

perkembangan. Fintech di Indonesia juga memiliki potensi yang sangat besar. Hal 

itu dapat dilihat dari adanya peningkatan masyarakat kelas menengah, geografi 

yang luas, dan penetrasi produk keuangan yang terbilang masih kurang baik, namun 

secara bersamaan berkolaborasi untuk menciptakan pasar yang lebih tangguh untuk 

pengembangan fintech di Indonesia (Rusydiana, 2019).  

Mengintegrasikan wakaf dan teknologi keuangan (fintech) merupakan suatu 

perspektif baru dalam pengelolaan wakaf. Fintech dapat dimanfaatkan untuk 

meningkatkan kinerja wakaf menjadi lebih efisien. Dengan memberdayakan 

platform canggih dalam melakukan pendekatan online berguna menghubungkan 

masyarakat melalui internet, serta mendorong pembagian risiko, 

mendemokratisasikan kekayaan dan menyalurkan modal untuk kegiatan ekonomi 

secara nyata. Hal ini dapat dicapai melalui crowdfunding. Crowdfunding 

merupakan salah satu bentuk penggalangan dana yang bersifat tradisional. Dalam 

konteks ini, crowdfunding dan wakaf tunai dianggap kompatibel secara inheren dan 

saling menguatkan. 

Pada penelitian-penelitian sebelumnya, penulis menjabarkan lebih kepada 

kendala yang dihadapi dalam praktik pengelolaan wakaf, bagaimana dampaknya, 
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dan memberi gambaran solusi, serta menganalisis masalah yang menjadi prioritas 

dalam penyelesaiannya. Penelitian terdahulu lainnya menyebutkan bahwa perlu 

adanya integrasi antara wakaf dan financial technology, melihat perkembangan 

teknologi yang ada hingga sekarang ini, dan jenis fintech seperti apa yang paling 

sesuai untuk digunakan. Suatu konsep baru atau model pengelolaan wakaf yang 

produktif menggunakan fintech pun juga diusulkan, melainkan hanya sebagai 

gambaran awal seperti apa alur yang seharusnya terjadi.   

Maka dari itu, melihat dari penelitian-penelitian sebelumnya, penulis akan 

mencoba untuk menguraikan terkait sejauh mana potensi wakaf di Indonesia dan 

model praktik pemanfaatannya sampai saat ini, mengetahui kemungkinan financial 

technology dapat menjadi salah satu sumber instrumen pendanaan wakaf, 

mengungkapkan upaya financial technology dalam memberikan layanan yang 

optimal dalam pengelolaan wakaf di Indonesia, menjabarkan kendala dan solusi 

yang dihadapi dalam pengembangan wakaf tunai, yang kemudian akan 

merekomendasikan rumusan model ideal pengelolaan wakaf tunai berbasis 

financial technology. 

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah penulis menggabungkan 

temuan-temuan penting terkait praktik wakaf di Indonesia, yaitu dengan 

menggambarkan potensi wakaf dan jenis financial technology yang dapat 

digunakan secara lebih mendetail dan bagaimana proses terbentuknya suatu model 

dengan alur pengelolaan wakaf yang non produktif bisa menjadi produktif, bahkan 

bentuk pemanfaatan lainnya dengan melihat kendala dan solusi. Berdasarkan uraian 

di atas, penulis melakukan penelitian yang diberi judul “Perumusan Desain 



 

8 
 

Optimalisasi Sistem Pengelolaan Wakaf Tunai Berbasis Financial 

Technology”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka rumusan masalah dari 

penelitian ini adalah: 

1. Sejauh mana potensi wakaf di Indonesia dan model praktik pemanfaatannya 

sampai saat ini?  

2. Apakah financial technology (fintech) dapat menjadi salah satu sumber 

instrumen pendanaan dalam pengelolaan wakaf?  

3. Bagaimana upaya financial technology dalam memberikan layanan yang 

optimal pada pengelolaan wakaf di Indonesia? 

4. Apa saja yang menjadi kendala dan solusi terkait pengelolaan dan 

pengembangan wakaf? 

5. Bagaimana model (grand design) wakaf berbasis fintech yang ideal untuk 

memfasilitasi pengelolaan wakaf di Indonesia? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 

memahami beberapa hal, yaitu : 

1.  Mengetahui sejauh mana potensi wakaf di Indonesia dan model praktik 

pemanfaatannya sampai saat ini. 

2. Mengetahui kemungkinan financial technology dapat menjadi salah satu 

sumber instrumen pendanaan wakaf. 
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3. Mengungkapkan upaya financial technology dalam memberikan layanan 

yang optimal dalam pengelolaan wakaf di Indonesia terutama aset wakaf 

yang belum produktif. 

4. Mengetahui kendala dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf sehingga 

bisa menerapkan strategi untuk mewujudkan wakaf produktif. 

5. Merekomendasikan rumusan model ideal pengelolaan wakaf berbasis 

financial technology. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan dari tujuan tersebut, dilakukannya penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan manfaat bagi pihak terkait, antara lain : 

1. Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman kepada 

masyarakat terkait pengembangan wakaf dan sistem pengelolaan wakaf 

yang efektif, sehingga masyarakat selaku wakif bisa berwakaf secara 

optimal dengan memiliki kepercayaan terhadap para pengelolanya. 

2. Lembaga Wakaf 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu lembaga-lembaga wakaf 

yang ada untuk lebih memahami praktik pengelolaan wakaf dan dapat 

mengatasi apa yang menjadi kendala dalam proses pengelolaan wakaf, 

sehingga dapat mewujudkan pemanfaatan wakaf produktif dan manajemen 

pengelolaan wakaf dapat diberlakukan. 
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3. Pemerintah 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam 

upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan memberikan 

rekomendasi untuk membuat wakaf fintech yang ideal, sehingga pemerintah 

terkhusus pada Kementerian Agama bisa menjadi pengawas dan regulator 

yang baik dalam manajemen pengelolaan wakaf. 

4. Aspek Teoritis dan Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah dan 

memperluas literatur yang berkaitan dengan subjek dan objek penelitian. 

Hasil penelitian dapat dijadikan pengembangan dan mengisi kekosongan 

referensi yang berkaitan dengan pengembangan wakaf tunai, dan solusi 

terkait kendala dalam proses pengelolaan dan pemanfaatan wakaf tunai. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut : 

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang penelitian dari praktik 

pengelolaan wakaf. Bab ini juga menjelaskan mengenai rumusan masalah, tujuan 

penelitian, dan manfaat penelitian. 

BAB II: KAJIAN PUSTAKA  

Bab ini menguraikan beberapa konsep yang akan digunakan dalam 

penelitian, kemudian selanjutnya dikaitkan dengan teori-teori dasar terkait. Dalam 
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bab ini juga tertuang penelitian terdahulu yang menguraikan praktik pengelolaan 

dan pemanfaatan wakaf. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan bagaimana proses penelitian ini terjadi. Penelitian ini 

merupakan penelitian dekskriptif kualitatif dengan metode konseptual (studi 

pustaka), yaitu mengamati dan menganalisis semua informasi mengenai topik 

penelitian.  

BAB IV: PEMBAHASAN 

 Bab ini menguraikan hasil analisis penelitian dengan memberikan jawaban 

terhadap tujuan penelitian dan pembahasan tentang potensi dan sistem pengelolaan 

wakaf yang efektif dengan financial technology. 

BAB V: PENUTUP 

 Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian ini yang merupakan intisari dari 

hasil penelitian dan merupakan jawaban masalah dan tujuan penelitian. Selain itu 

pada bab ini juga dilengkapi dengan kontribusi dan implikasi hasil penelitian pada 

beberapa aspek seperti bidang teoritis dan praktisi. Selanjutnya saran dari penelitian 

ini merupakan hal yang dianjurkan sebagai penerapan dari penelitian kepada 

penelitian selanjutnya untuk memperkaya referensi dan untuk masyarakat luas. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kerangka Teori 

2.1.1 Wakaf 

Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf adalah 

perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta 

benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu 

sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan 

umum menurut syariah. Harta benda yang ditujukan untuk wakaf, dimanfaatkan 

potensinya sesuai dengan fungsinya, yaitu demi terwujudnya peningkatan 

kesejahteraan umum dan untuk kepentingan ibadah. Wakaf dilaksanakan dengan 

memenuhi unsur wakaf sebagai berikut: wakif, Nazhir, harta benda wakaf, ikrar 

wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf. 

2.1.1.1 Wakif 

Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya (Undang-Undang No. 

41 Tahun 2004), meliputi : 

1) Perseorangan 

Wakif perseorangan dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan: 

dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan 

pemilik sah harta benda wakaf. 
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2) Organisasi 

Suatu organisasi bisa menjadi wakif organisasi apabila anggaran dasar 

organisasi tersebut sesuai dan memenuhi ketentuan untuk mewakafkan harta 

benda wakaf milik organisasi. 

3) Badan Hukum 

Anggaran dasar dari suatu badan hukum yang memenuhi ketentuan untuk 

mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum, menjadi syarat bagi badan 

hukum yang bersangkutan untuk bisa menjadi wakif.  

2.1.1.2 Nazhir 

Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola 

dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya (Undang-Undang No. 41 Tahun 

2004), meliputi : 

1) Perseorangan 

Perseorangan dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan: warga 

negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan 

rohani, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. 

Nazhir wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama 

setempat. Nazhir perseorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri 

dari paling sedikit tiga orang, dan salah seorang diangkat menjadi ketua. Salah 

seorang Nazhir perseorangan harus bertempat tinggal di kecamatan tempat 

benda wakaf berada. Nazhir berhenti dari kedudukannya apabila meninggal 

dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau diberhentikan oleh Badan 

Wakaf Indonesia (BWI). 
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2) Organisasi 

Organisasi dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan: 

a. Terpenuhinya persyaratan nazhir perseorangan oleh pengurus organisasi 

yang bersangkutan; 

b. organisasi yang berkecimpung di bidang kemasyarakatan, pendidikan, 

sosial, dan/atau keagamaan Islam. 

Pendaftaran nazhir organisasi dilakukan melalui Kantor Urusan Agama 

(KUA) setempat kepada Menteri dan BWI. Nazhir organisasi dapat 

dibubarkan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar organisasi yang 

bersangkutan. Salah seorang nazhir yang diangkat bisa diganti apabila 

nazhir tersebut mengundurkan diri, berhalangan tetap, meninggal, dan/atau 

dibatalkan kedudukannya sebagai nazhir. 

3) Badan Hukum 

Badan hukum dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan: 

a. pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir 

perseorangan; 

b. badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku; dan 

c. badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, 

kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam. 

Nazhir badan hukum wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor 

Urusan Agama setempat.  
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Nazhir mempunyai tugas: 

a. pencatatan administrasi harta benda wakaf; 

b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf secara produktif sesuai 

dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya; 

c. melakukan pengawasan (controlling) dan perlindungan terhadap harta benda 

wakaf; 

d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. 

Dalam menjalankan tugasnya, nazhir dapat menerima upah (imbalan) 

maksimal 10% dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda 

wakaf. Masa bakti nazhir adalah lima tahun dan dapat diangkat kembali. 

2.1.1.3 Harta Benda Wakaf 

Harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta 

mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif. Harta 

benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif 

secara sah. Jenis harta benda wakaf (Undang-Undang No. 41 Tahun 2004) meliputi: 

1) Benda Tidak Bergerak 

a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan baik 

yang sudah maupun yang belum terdaftar 

b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah 

c. tanaman atau tumbuhan, dan benda lain yang ada kaitannya dengan tanah 

d. kepemilikan atas satuan rumah susun (rusun) berdasarkan ketentuan 

Peraturan Perundang-Undangan 
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e. benda tak bergerak lain yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan 

dan sesuai ketentuan prinsip syariah. 

Hak atas tanah yang dapat diwakafkan terdiri dari: 

a. kepemilikan atas tanah, baik yang terdaftar maupun yang belum 

b. hak guna bangunan dan usaha, atau hak pakai di atas tanah negara 

c. hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan atau kepemilikan 

yang mendapat izin tertulis sebagai pemegang hak pengelolaan atau 

kepemilikan 

d. hak milik atas satuan rumah susun (rusun). 

Ketentuan hak atas tanah yang diwakafkan harus secara sah dimiliki oleh 

wakif serta bebas dari segala perkara (sitaan, sengketa, dan tidak dijaminkan). 

Jangka waktu benda wakaf tidak bergerak berupa tanah adalah selama-lamanya, 

kecuali wakaf hak atas tanah pada poin c. Apabila wakaf pada poin c dimaksudkan 

sebagai wakaf untuk selamanya, maka diperlukan pelepasan hak dari pemegang hak 

pengelolaan atau hak milik. 

2) Benda Bergerak 

Benda digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya yang dapat 

berpindah atau dipindahkan atau karena ketetapan undang-undang. Benda 

bergerak terbagi dalam benda bergerak yang dapat dihabiskan dan yang tidak 

dapat dihabiskan karena pemakaian. Benda bergerak yang dapat dihabiskan 

karena pemakaian tidak dapat diwakafkan, kecuali air dan bahan bakar minyak 

yang persediaannya berkelanjutan. Benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan 
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karena pemakaian dapat diwakafkan dengan memperhatikan ketentuan prinsip 

syariah. Benda bergerak meliputi: 

a) Uang 

Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah. Dalam hal 

uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus 

dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah. Wakif dapat mewakafkan benda 

bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh 

Menteri dengan pernyataan tertulis sesuai kehendak wakif dan diterbitkan 

dalam bentuk sertifikat wakaf uang sebagai bukti penyerahan harta benda 

wakaf. Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk: 

1. hadir di LKS Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan 

kehendak wakaf uangnya. Di mana LKS tersebut ditunjuk oleh Menteri 

berdasarkan saran dan pertimbangan dari BWI. 

2. menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan; 

3. menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU; 

4. mengisi formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai 

Akta Ikrar Wakaf (AIW). 

b) Selain Uang 

Contoh benda bergerak yang dapat diwakafkan karena sifatnya meliputi 

pesawat terbang, kapal, kendaraan bermotor, mesin atau peralatan industri 

yang tidak tertancap pada bangunan, batu mulia dan logam, dan/atau benda 

lainnya yang tergolong sebagai benda bergerak dan memiliki manfaat 

jangka panjang. Sedangkan benda bergerak selain uang yang dapat 
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diwakafkan karena Peraturan Perundang-undangan dan tentunya sesuai 

dengan prinsip syariah adalah surat berharga, hak atas kekayaan intelektual, 

hak atas benda bergerak lainnya yang berupa hak sewa (hak pakai dan hak 

pakai hasil atas benda bergerak) atau perikatan (tuntutan atas jumlah uang 

yang dapat ditagih atas benda bergerak). 

2.1.2 Financial Technology 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sudah merambah ke 

berbagai sektor di seluruh dunia. Salah satunya adalah Teknologi Finansial atau 

Financial technology (FinTech). National Digital Research Centre (NDRC) 

mendefinisikan teknologi finansial sebagai suatu istilah yang digunakan di bidang 

jasa finansial dengan inovasi sentuhan teknologi modern. Istilah tersebut berasal 

dari kata financial dan technology (FinTech) (Muchlis, 2018). Konsep Fintech 

terbentuk karena adanya adaptasi dari perkembangan teknologi yang dipadukan 

dengan bidang finansial pada lembaga perbankan, sehingga dapat memfasilitasi 

proses transaksi keuangan yang lebih efisien, praktis, aman serta modern. Layanan 

keuangan berbasis digital yang telah berkembang di Indonesia, yaitu digital 

banking, payment channel system, online digital insurance, Peer to Peer (P2P) 

Lending, serta crowdfunding (Masrikhan, 2019). 

KPMG mengartikan fintech sebagai bisnis berbasis teknologi yang 

bersinergi dengan lembaga keuangan (Pollari, 2016). Dalam definisi lain, Lee & 

Chuen (2015) menyatakan bahwa fintech mengacu pada produk inovatif layanan 

keuangan yang disampaikan melalui teknologi baru. Kemudian fintech berkembang 

ke ranah syariah. Dilihat dari pengertian sebelumnya, bisnis yang mengacu pada 
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produk layanan keuangan inovatif atau produk yang menggunakan skema syariah, 

disebut fintech syariah. Fintech syariah menonjolkan aktivitas keuangan yang etis, 

dapat dipertanggungjawabkan, dan membuka peluang untuk memengaruhi semua 

bentuk keuangan secara global. 

Perusahaan fintech dapat diklasifikasikan sebagai: a) teknologi informasi 

dan perusahaan software yang bersinergi dengan perusahaan sektor keuangan 

(penyedia layanan teknologi bank); dan b) tech-startup yang menggantikan 

perantara keuangan biasa, dengan aksesibilitas yang mudah, sehingga mampu 

menyebabkan gangguan bagi bank umum dan item perbankan (Rusydiana, 2019). 

Harrison, dkk. (2008) menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi terstimulasi 

dengan adanya inovasi bisnis di tingkat mikro dan makro, misalnya penerapan 

teknologi informasi dalam industri keuangan. Hal itu dapat membuat perusahaan 

maupun investor sangat tertarik. 

Pada bentuk yang paling dasar, fintech hanya kontraksi dari dua kata 

keuangan dan teknologi. Hal ini mengacu pada penerapan teknologi dalam industri 

keuangan dan mencakup berbagai kegiatan keuangan seperti pinjaman, investasi, 

pembayaran, manajemen risiko, analisis data dan manajemen kekayaan. Secara 

umum, fintech mengacu pada penggunaan teknologi inovatif dalam desain dan 

pengiriman produk dan jasa keuangan. Dari alat belaka untuk pengiriman produk 

dan jasa keuangan, fintech telah berubah menjadi sebuah industri ekonomi terdiri 

dari perusahaan yang menggunakan software dan keadaan teknologi seni untuk 

membuat sistem keuangan yang lebih efisien. Perusahaan-perusahaan start-up yang 
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menjalankan bisnis fintech juga sering hanya disebut sebagai “fintech” (GIFR, 

2017). 

2.1.2.1 Crowdfunding 

Crowdfunding dikenal sebagai proses pengumpulan dana (dalam jumlah 

kecil) dari banyak donor atau investor dengan menggunakan platform berbasis web 

untuk proyek tertentu, usaha bisnis atau untuk tujuan sosial (Asmy, 2016). Salah 

satu instrumen keuangan yang memiliki potensi yang sangat besar dalam 

pengumpulan dana investasi adalah crowdfunding. Kemudahan untuk diakses 

siapapun karena sudah berbasis internet menjadi keunggulannya. Seseorang atau 

unit usaha yang membutuhkan sokongan dana dalam proyeknya akan mengajukan 

proposal yang berisikan jumlah dana yang dibutuhkan melalui platform berbentuk 

website pengelola crowdfunding. Proposal akan dipelajari dan di-review oleh 

masyarakat, dan apabila tertarik, maka mereka akan menyetorkan modal untuk 

mendanai proyek tersebut. Tidak ada batasan jumlah minimum dalam 

crowdfunding untuk melakukan penyetoran modal, sehingga setiap kalangan dapat 

turut serta, walaupun ada perbedaan timbal balik yang didapat sesuai dengan 

nominal yang pendonor setorkan. 

Sehingga dapat diambil kesimpulan, crowdfunding merupakan sistem 

operasi baru dengan kekhasan tersendiri yang didefinisikan sebagai langkah 

aktivitas pendanaan kolektif. Berawal dari konsep crowdsourcing dan 

microfinancing yang lebih luas, namun bisa memberikan akses kepada orang-orang 

dalam kelompok yang lebih besar yang menjaring dan mengumpulkan uang 

masyarakat dengan menggunakan platform online. Teknologi web dan item 
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pembayaran online yang digunakan dalam crowdfunding, memfasilitasi transaksi 

antara pencipta (orang-orang yang meminta dana) dan penyandang dana (orang-

orang yang memberi uang) (Hariyani & Serfiyani, 2015). 

Crowdfunding terbagi dalam 4 jenis (Asmy, 2016), yaitu : 

(1) Donation Based. Tidak adanya imbalan dari proyek yang berjalan bagi orang 

yang menyetorkan modal. Biasanya jenis crowdfunding ini diperuntukkan untuk 

proyek bersifat non-profit seperti membangun panti asuhan, sekolah dan 

sebagainya. 

(2) Reward Based. Adanya penawaran berupa hadiah atau imbalan lainnya dari 

pihak pengaju proyek berupa barang, jasa atau sebuah hak sebagai bentuk timbal 

balik kepada pendonor, bukan dengan memberikan bagi hasil keuntungan yang 

didapat dari proyek tersebut. Proyek crowdfunding yang ditawarkan adalah dari 

industri kreatif seperti games, di mana para donatur yang mendanai proyek tersebut 

akan diberikan fitur-fitur menarik dari games tersebut. 

(3) Debt Based. Pada dasarnya sama dengan jenis pinjaman biasa. Para donatur atau 

kreditur akan menyetorkan modal yang dianggap sebagai pinjaman dengan 

perolehan bunga sebagai imbal baliknya.  

(4) Equity Based. Jenis crowdfunding yang memiliki konsep seperti saham, 

penyetor dana mendapat imbalan dividen atas uang yang disetorkan dan menjadi 

ekuitas atau bagian kepemilikan atas perusahaan. 
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2.1.3 Teori Stakeholder 

Teori stakeholders atau pemangku kepentingan adalah kelompok atau 

individu yang dukungannya diperlukan demi kesejahteraan dan kelangsungan 

hidup organisasi. Freeman & Mcvea (2001) yang mendefinisikan stakeholder 

sebagai kelompok atau individu yang dapat memengaruhi dan atau dipengaruhi 

oleh suatu pencapaian tujuan tertentu. 

Teori stakeholder berpendapat bahwa perusahaan bukanlah entitas yang 

hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri, namun memberikan manfaat bagi 

stakeholder (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, 

masyarakat, analis dan pihak lain). Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan 

sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder kepada 

perusahaan tersebut (Ghozali & Chariri, 2007).  

Menurut Friedman & Miles (2002), klasifikasi stakeholder terbagi menjadi 

dua, yaitu internal dan eksternal perusahaan. Pihak internal yang berkepentingan 

seperti pemilik dan/atau pemegang saham, manajer, maupun karyawan adalah 

orang yang merupakan bagian dari dalam suatu perusahaan atau instansi yang 

secara langsung terlibat di dalam kegiatan perusahaan. Sementara yang dimaksud 

dengan pihak berkepentingan eksternal adalah para konsumen, masyarakat, 

pemerintah. Orang atau instansi yang tidak secara langsung terlibat dalam kegiatan 

perusahaan. 

Sehingga secara umum klasifikasi kelompok stakeholder dapat dilihat di 

bagan berikut: 
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Gambar 2-1 Klasifikasi Stakeholder Perusahaan 

 

Sumber: Friedman & Miles (2002) 

 

Dari bagan di atas, kinerja keuangan dan pencapaian kinerja sosial yang 

baik menjadi indikator pemenuhan kepentingan stakeholder internal dan eksternal 

dapat terwujud jika dikaitkan dengan tujuan perusahaan yaitu mencapai kinerja 

yang baik dan menjadi sangat relevan untuk menjaga kelangsungan hidup 

perusahaan. Dengan pemenuhan kinerja keuangan dan sosial yang baik, maka 

kelangsungan hidup perusahaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang akan 

dapat dicapai. 

 

2.2 Kajian Penelitian Terdahulu 

Terdapat sembilan penelitian terdahulu terkait wakaf dan financial 

technology yang digunakan penulis sebagai dasar penelitian untuk menentukan ide 

penelitian selanjutnya. Rinciannya disajikan pada Tabel 2.1. 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

 

No Penulis Tujuan Penelitian Pendekatan Sampel/Objek/ 

Informan 

Temuan Penting 

1 Masrikhan 

(2019) 

Memberikan model atau 

konsep baru sebagai solusi 

permasalahan dalam 

pengelolaan wakaf melalui 

platform online, serta 

optimalisasi harta wakaf 

menjadi wakaf produktif di 

Indonesia 

Kualitatif 

deskriptif 

Wakafin.com ● Masalah paling mendasar dalam pengelolaan 

wakaf adalah potensi aset wakaf yang 

terbengkalai (tidak diproduktifkan). 

● Potensi wakaf di seluruh Indonesia tahun 2016 

berdasar data dari Badan Wakaf Indonesia 

adalah 4.359.443.170,00 m2, sedangkan 

potensi wakaf uang sebesar Rp 120 triliun per 

tahun. 

2 Fitriyah 

(2019) 

Mengetahui sistem 

Crowdfunding Waqaf Model 

(CWM) sebagai sistem 

pengumpulan dana wakaf 

dan mengetahui cara 

pengelolaannya agar dana 

tersebut menjadi produktif. 

Kualitatif 

deskriptif 

 ● Seseorang yang diamanahkan oleh wakif 

dalam pengelolaan wakaf adalah nadzir. 

Namun fakta menunjukkan pengelolaan aset 

wakaf masih banyak kekurangan, sehingga 

tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh 

masyarakat. 

● Finansial menjadi salah satu kendala dalam 

pengelolaan aset wakaf, terutama untuk 

pengembangan lahan wakaf menjadi wakaf 

produktif. 

3 Rusydiana 

(2019) 

Mengetahui masalah yang 

yang berhubungan dengan 

Kualitatif 

Interpretive 

Fintech Syariah ● Masalah utama yang dihadapi dalam fintech 

syariah adalah masih kurangnya instrumen 
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No Penulis Tujuan Penelitian Pendekatan Sampel/Objek/ 

Informan 

Temuan Penting 

 pengembangan fintech di 

Indonesia, sekaligus 

memberikan solusi dan 

strategi untuk menyelesaikan 

masalah, dan mengetahui 

pihak-pihak yang 

berkepentingan dalam 

pengembangan fintech 

syariah di Indonesia 

Structural 

Modeling 

(ISM) 

kebijakan (regulasi) yang menjaga dan 

mengatur proses kerja fintech dan ketersediaan 

SDM untuk fintech. 

● Strategi yang dibutuhkan sebagai fondasi inti 

dalam kerangka pengembangan fintech syariah 

adalah kemampuan analisis dan mengelola 

data dan SDM dalam pemasaran digital. 

● Peran yang terlibat dalam pengembangan 

fintech syariah di Indonesia, antara lain 

pemerintah sebagai regulator, lembaga 

pendidikan (universitas), dan juga industri 

yang bergerak di bidang keuangan (bank dan 

lembaga keuangan lainnya). 

4 Alma’amun, 

Mohd 

Shafiai, 

Shahimi, & 

Adnan, 

(2018) 

Menguraikan proses 

pembentukan waqfworld.org 

dan tantangan serta isu-isu 

yang muncul 

Kualitatif 

studi kasus 

Waqfworld.org ● Waqfworld.org bukanlah suatu lembaga 

wakaf, melainkan sebagai mediator untuk 

pencocokan tujuan dana 

● Kurangnya kepercayaan dikarenakan keaslian 

izin pengumpulan wakaf. Kurangnya 

informasi yang disebabkan terbatasnya 

kemampuan untuk menyiarkan proyek wakaf. 

● Pembentukan wakaf berbasis crowdfunding 

adalah mungkin untuk dilakukan. 
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No Penulis Tujuan Penelitian Pendekatan Sampel/Objek/ 

Informan 

Temuan Penting 

5 Sitanggang 

(2018) 

Mengetahui mekanisme 

komunikasi crowdfunding 

dalam web (intermediaries) 

Kitabisa.com dan 

mengetahui faktor-faktor 

yang membuat para 

pengguna internet/platform 

ingin melakukan pendanaan 

melalui platform 

Kitabisa.com 

Kualitatif 

studi kasus 

Kitabisa.com ● Human interest merupakan pola komodifikasi 

yang digunakan dalam crowdfunding di 

Indonesia. 

● Tema donasi yang paling diminati adalah 

kesehatan dan agama. 

6 Thaker, 

Thaker, & 

Pitchay 

(2017) 

Menawarkan model sumber 

pendanaan yang 

berkelanjutan untuk lembaga 

wakaf untuk memenuhi 

kendala likuiditas mereka 

dalam mengembangkan 

tanah wakaf, yang dikenal 

sebagai Crowdfunding Waqf 

Model (CWM) 

Kuantitatif 

Structural 

Equation 

Modeling 

(SEM) 

Crowdfunders 

di Selangor, 

Penang, Johor 

dan Pahang 

Baik dari segi kegunaan yang dirasakan dan 

kemudahan dalam penggunaan, CWM 

ditemukan memiliki dampak positif pada niat 

perilaku crowdfunders dalam membantu 

lembaga wakaf untuk mengembangkan tanah 

wakaf di Malaysia. Selain itu, persepsi mudah 

digunakan memiliki hubungan positif dan efek 

langsung pada manfaat yang dirasakan dari 

crowdfunders untuk menggunakan CWM. 

7 Asmy 

(2016) 

Menguji niat perilaku 

crowdfunder dengan 

menggunakan crowdfunding-

Kuantitatif 

Partial Least 

Square (PLS) 

Crowdfunder di 

Lembah Klang, 

Malaysia 

Baik dari segi kegunaan yang dirasakan dan 

kemudahan penggunaan yang dirasakan, 

memiliki dampak positif pada niat 
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No Penulis Tujuan Penelitian Pendekatan Sampel/Objek/ 

Informan 

Temuan Penting 

waqaf model (CWM) untuk 

mengatasi masalah likuiditas 

yang dihadapi oleh lembaga 

wakaf di Malaysia 

dan 

Technology 

Acceptance 

Model 

(TAM) 

crowdfunders dalam membantu lembaga wakaf 

untuk mengembangkan tanah wakaf di 

Malaysia. Selanjutnya, persepsi mudah 

digunakan memiliki hubungan positif dan efek 

langsung dengan persepsi manfaat 

crowdfunders untuk menggunakan CWM 

8 Puad, Rafdi, 

& Shahar 

(2014) 

Membahas masalah dan 

tantangan yang dihadapi oleh 

Majlis Agama Islam 

Selangor (MAIS) selama 

implementasi dan 

mengidentifikasi dampak 

signifikan dari implementasi 

wakaf di MAIS terhadap 

menghasilkan pertumbuhan 

ekonomi ke negara bagian 

Selangor 

Kualitatif 

studi kasus 

Majlis Agama 

Islam Selangor 

(MAIS) 

MAIS harus memainkan perannya secara efektif 

dalam memastikan Wakaf sebagai instrumen 

penting dalam meningkatkan sosial ekonomi 

terutama dalam upaya untuk memberantas 

kemiskinan bagi kesejahteraan umat Islam. 

MAIS juga harus memastikan perannya yang 

lebih besar sebagai mutawwalis, dengan 

menjadi kreatif dalam memanfaatkan aset wakaf 

untuk kepentingan umat manusia. 

9 Huda, 

Anggraini, 

Rini, 

Hudori, & 

Menganalisis prioritas 

masalah dan solusi 

pengelolaan waqaf 

Kualitatif 

Analytical 

Hierarchy 

Process 

(AHP) 

Badan Wakaf 

Indonesia 

daerah, Kanwil 

Kemenag, 

Nazhir, Wakif 

Wakif yang menyerahkan harta wakaf langsung 

kepada mauquf ‘alaih secara personal, tidak 

melalui lembaga pengelola wakaf merupakan 

prioritas masalah pengelolaan wakaf. Solusi 

dari masalah 
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No Penulis Tujuan Penelitian Pendekatan Sampel/Objek/ 

Informan 

Temuan Penting 

Mardoni 

(2014) 

Provinsi Riau 

dan Sumatera 

Barat 

tersebut adalah mengadakan pelatihan secara 

intensif bagi Nazhir serta meningkatkan 

insentifnya. Solusi yang ditawarkan tersebut 

agar terbentuknya profesionalitas dan 

akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf yang 

dapat meningkatkan kepercayaan 

masyarakat. 

 



 

29 
 

 Wakaf merupakan salah satu instrumen dalam Islam yang berpotensi untuk 

dijadikan sebagai strategi pengentasan kemiskinan (Alma’amun dkk., 2018; 

Fitriyah, 2019; Huda dkk., 2014; Masrikhan, 2019; Puad dkk., 2014). Namun, 

terdapat kendala dalam pengelolaannya, terutama terkait pendanaan (Alma’amun 

dkk., 2018; Asmy, 2016; Fitriyah, 2019; Masrikhan, 2019; Thaker dkk., 2017) dan 

hal tersebut mengakibatkan banyaknya aset wakaf yang terbengkalai atau tidak 

produktif sehingga masyarakat tidak bisa memanfaatkan secara maksimal (Fitriyah, 

2019; Masrikhan, 2019). Pada era digitalisasi yang semakin maju dan berkembang, 

industri financial technology merupakan suatu peluang yang dapat dimanfaatkan 

dalam penggalangan dana dan metode crowdfunding merupakan metode yang 

paling mungkin dan cocok untuk digunakan. Hal ini diperkuat dalam penelitian 

yang dilakukan oleh Asmy (2016), Thaker dkk. (2017), Alma’amun dkk. (2018), 

dan Rusydiana (2019). Hal tersebut juga didukung berdasarkan penelitian 

Sitanggang (2018), tema yang paling diminati untuk menjadi donasi adalah tema 

agama dengan motivasi empati altruism sebagai tindakan tolong menolong. 

Berdasarkan kajian dari beberapa penelitian sebelumnya, kesimpulan yang 

dapat penulis ambil adalah sebagai berikut: 

1. Wakaf sebagai salah satu upaya penggerak perekonomian masyarakat memiliki 

potensi yang tinggi, namun terdapat beberapa kendala dan tantangan dalam 

pengelolaannya terutama hal yang berkaitan dengan pendanaan. 

2. Dalam hal pemanfaatan potensi wakaf tersebut agar menjadi wakaf produktif, 

peran dari pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan selain adanya inovasi 
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baru, yaitu pembentukan platform online yang melibatkan kerja sama dari 

berbagai pihak. 

3. Perkembangan teknologi (digitalisasi) yang terus berkembang dan semakin 

maju, memungkinkan untuk dimanfaatkan dalam pengelolaan aset wakaf 

dengan basis financial technology. 

4. Crowdfunding Donation Based merupakan salah satu bentuk praktik financial 

technology yang cocok dan mungkin untuk dilakukan dalam menghadapi 

kendala yang ada. 

Dengan merujuk dari beberapa kesimpulan tersebut, maka penulis melakukan 

penelitian yang berjudul “Perumusan Desain Optimalisasi Sistem Pengelolaan 

Wakaf Tunai Berbasis Financial Technology”, di mana penulis akan 

merekomendasikan model wakaf crowdfunding yang ideal yaitu dengan melibatkan 

beberapa pihak terkait dalam pelaksanaannya. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian mengenai wakaf berbasis financial technology merupakan 

penelitian deskriptif kualitatif dengan metode penelitian konseptual (studi pustaka). 

Metode penelitian konseptual adalah metodologi dengan mengamati dan 

menganalisis semua informasi mengenai topik penelitian. Kerangka penelitian 

konseptual meliputi kombinasi peneliti dari penelitian masa lalu dan pekerjaan yang 

terkait dalam menjelaskan fenomena yang terjadi (Bhat, 2018). Para peneliti 

membangun beberapa gambar dengan mempertimbangkan semua aspek yang dapat 

memengaruhi suatu peristiwa atau perilaku manusia, menganalisis kata-kata, 

melaporkan pandangan rinci dari informan dan melakukan penelitian di lingkungan 

alam (Srivastava & Thomson, 2009). Data penelitian bisa didapat pada peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan dari literatur di perpustakaan atau peneliti 

bisa menggunakan data hasil penelitian empiris peneliti lain yang diterbitkan dalam 

jurnal penelitian untuk digunakannya sebagai data penelitiannya. 

Mengikuti metodologi tinjauan sistematis yang diuraikan dalam Tranfield 

dkk. (2003), metodologi penelitian ini terdiri dari tujuh langkah: 

1) lingkup penelitian 

2) identifikasi istilah pencarian 

3) identifikasi sumber data 

4) pengumpulan artikel 

5) pemfilteran artikel 

6) evaluasi konten 
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7) sintesis dan pengembangan kerangka kerja.  

Dengan mengacu pada tujuh langkah tinjauan sistematis dalam perumusan 

desain, maka tahapan langkah-langkah yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai 

berikut : 

1) Menentukan ruang lingkup penelitian. Studi ini berfokus pada potensi wakaf di 

Indonesia dan praktik pengelolaan serta pemanfaatannya  dengan basis financial 

technology. 

2) Mengidentifikasi istilah pencarian (keyword). Untuk mencari artikel-artikel 

terkait riset wakaf dan financial technology yang sudah diterbitkan di jurnal, 

penulis mengidentifikasi kata kunci yang relevan, yakni: Wakaf Produktif, 

Manajemen Wakaf, Financial technology, dan Wakaf Uang sehingga penulis 

dapat menemukan jurnal, artikel, maupun penelitian lebih mudah dan tersaring 

sesuai topik yang diinginkan. 

3) Mengidentifikasi sumber data. Sumber data yang digunakan penulis terdiri dari 

jurnal ekonomi nasional yang masuk dalam kategori Sinta 2 hingga 6 dan jurnal 

internasional, undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku, serta 

artikel dan buku yang relevan dengan topik. 

4) Mengumpulkan artikel yang menjadi sumber data. Penulis mengelompokkan 

artikel sesuai jenis sumbernya. 

5) Memfilter artikel. Proses pemeriksaan dan penyaringan manual dilakukan oleh 

penulis agar hanya menyertakan artikel dengan kriteria artikel yang 

menggambarkan studi tentang potensi wakaf, pemanfaatan aset wakaf, praktik 
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tata kelola nazhir, model financial technology, dan aspek yang berkaitan dengan 

hubungan antara pengelolaan wakaf dengan financial technology. 

6) Mengevaluasi konten. Penulis menggunakan formulir ekstraksi data untuk 

menangkap artikel:  

➢ perincian bibliografi (termasuk penulis), tanggal publikasi, judul, jurnal, 

volume, terbitan, halaman); 

➢ fokus pada potensi wakaf dan pemanfaatannya terkait financial technology 

dan mengeliminasi isu yang terlalu umum yang lebih dekat kepada 

manajemen dan kajian ekonomi Islam secara umum; 

➢ kodifikasi topik terkait wakaf dan financial technology (misalnya: 

manajemen wakaf, wakaf produktif, crowdfunding) 

7) Melakukan sintesis dan pengembangan kerja. Tujuan pencarian adalah untuk 

menangkap literatur sebanyak mungkin tentang wakaf dan financial technology 

yang secara sistematis disusun dengan mengidentifikasi isu/topik, pendekatan 

yang digunakan, sampel/objek/lokasi riset, teori yang digunakan, dan temuan 

penting. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1 Potensi Wakaf di Indonesia dan Model Praktik Pemanfaatan 

Indonesia termasuk negara yang memiliki potensi wakaf yang besar, 

dikarenakan Indonesia mempunyai jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. 

Oleh karena itu, penerapan wakaf produktif menjadi potensi yang dapat 

dimanfaatkan demi tercapainya tujuan menyejahterakan masyarakat dan 

mengentaskan kemiskinan, sehingga wakaf dapat dianggap sebagai komponen yang 

krusial dalam sektor industri, yaitu memecahkan masalah sosial-ekonomi. 

Sebagaimana kita tahu, wakaf sebagai dana publik, maka hasil dari manfaat yang 

diperoleh, harus dikembalikan kepada publik. Untuk itu, perlu pengelolaan dari 

suatu lembaga yang memiliki kemampuan secara profesional, transparansi, dan 

akuntabilitas dalam mengemban tugas sebagai pengelola wakaf.  

Dalam penelitian Hasim, dkk. (2016) yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor 

yang Memengaruhi Penghimpunan Wakaf Uang di Indonesia (Pendekatan 

Analytical Network Process)” ada tiga aspek yang memengaruhi tingkat 

penghimpunan, yaitu masyarakat, kelembagaan, dan pemerintahan. Pengaruh 

paling besar terhadap tingkat penghimpunan wakaf uang adalah dari aspek 

kelembagaan. Fokus lembaga Nazhir, tingkat pemahaman masyarakat mengenai 

wakaf uang, dan kelengkapan perangkat hukum wakaf uang merupakan faktor yang 

memengaruhinya. 

Lembaga di Indonesia yang dibentuk secara khusus untuk mengelola dana 

wakaf dan beroperasi secara nasional adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI). BWI 
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adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. BWI dibentuk untuk mengembangkan dan 

memajukan perwakafan di Indonesia, serta membina Nazhir dalam pengelolaan 

aset wakaf menjadi lebih baik dan lebih produktif, sehingga bisa memberikan 

manfaat lebih besar bagi masyarakat. 

Berdasar data yang dihimpun per April 2019, oleh Direktorat Pemberdayaan 

Wakaf Kementerian Agama RI, tanah wakaf yang tersebar di 366.595 lokasi di 

seluruh Indonesia mencapai 161.579 hektar (Akbar, 2019). Namun demikian, masih 

banyak tanah wakaf yang kurang dimanfaatkan atau belum dikelola secara optimal. 

Pembiayaan pengelolaan harta wakaf merupakan salah satu kendala dan 

permasalahan mendasar bagi pengelola wakaf, sehingga keberadaan harta wakaf 

tidak dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat 

(Fitriyah, 2019).  

Melihat banyaknya jumlah tanah wakaf yang ada di Indonesia, 

menunjukkan bahwa masyarakat sudah banyak memiliki pemahaman tentang 

hukum wakaf, baik dari segi rukun, syarat dan tujuan diaturnya wakaf. Namun, 

masyarakat masih melihat wakaf dalam bentuk tradisional, yaitu dengan 

menjaminkan aset wakaf berupa aset berwujud yang membawa fitur lamanya yang 

berupa tanah. Dengan berkembangnya zaman, wakaf tidak lagi dimasukkan hanya 

sebagai objek yang berupa tanah, tetapi pada bentuk lain juga seperti yang 

dijelaskan pada UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf bahwa harta benda wakaf 

terdiri dari benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak adalah harta 
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yang tidak habis karena dikonsumsi atau bisa disebut juga dengan wakaf tunai, 

contohnya adalah uang, termasuk surat-surat berharga. 

Pengertian wakaf tunai atau yang disebut juga sebagai wakaf uang adalah 

penyerahan harta yang dilakukan oleh sekelompok atau seseorang maupun badan 

hukum yang berbentuk wakaf tunai berupa uang (termasuk surat–surat berharga), 

atau dapat diartikan dengan penyerahan wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat 

dipindahtangankan dan dibekukan selain untuk kepentingan umum yang tidak 

mengurangi jumlah pokoknya (Syafiq, 2017). Ketentuan mengenai wakaf benda 

bergerak berupa uang diatur lebih lanjut dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah 

Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 

2004 Tentang Wakaf. 

Wakaf uang juga bisa disebut dengan istilah wakaf produktif. Namun wakaf 

produktif memiliki cakupan yang lebih luas karena selain wakaf uang, harta tidak 

bergerak yang diproduktifkan juga masuk dalam cakupannya (UU Nomor 41 tahun 

2004 tentang Wakaf). Wakaf produktif adalah wakaf harta yang digunakan untuk 

kegiatan produksi yang manfaatnya tidak terdapat pada benda wakaf secara 

langsung, melainkan dari laba bersih hasil dari pengembangan wakaf yang 

diberikan kepada orang-orang yang berhak (mauquf ‘alaih), meliputi bidang 

pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa (PP Nomor 42 Tahun 2006). 

Dengan melihat beberapa pengertian di atas dan kondisi pengelolaan wakaf 

tidak bergerak yang masih kurang atau bahkan tidak produktif, adanya model wakaf 

uang dianggap sebagai salah satu solusi yang dapat mengubah wakaf tersebut 

menjadi lebih produktif. Uang bukan hanya sebagai alat tukar, tetapi juga alat 
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produksi. Selain itu, persoalan kemiskinan merupakan salah satu problematika yang 

masih melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pada bulan September 2018, 

tercatat jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,67 juta orang sesuai 

data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Rendahnya taraf 

perekonomian merupakan masalah kompleks yang dihadapi. Apabila wakaf uang 

dapat dikelola secara profesional, maka juga dapat membantu mengatasi persoalan 

dalam peningkatan taraf hidup masyarakat (Tanjung dkk., 2020). 

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, kita dapat menyimpulkan 

bahwa bentuk wakaf tunai (uang) perlu dikembangkan lebih lanjut untuk 

memperkuat peran wakaf dalam bidang ekonomi. Hal ini dikarenakan wakaf tunai 

memiliki kekuatan yang bersifat umum di mana setiap orang bisa menyumbangkan 

harta tanpa batas-batas tertentu, termasuk untuk pengelolaan aset wakaf yang sudah 

terkumpul. Demikian juga fleksibilitas wujud serta pemanfaatannya bisa 

menjangkau seluruh potensi untuk dikembangkan secara maksimal.  

Berdasarkan survey yang pernah dilakukan oleh Alvara (perusahaan riset 

Indonesia) dengan jumlah sampel sebanyak 3.000 orang, menunjukkan rata-rata 

dari porsi belanja amal orang Indonesia adalah sebesar 5% perbulan dari total biaya 

pengeluaran. Terdapat 66 juta dari jumlah Rumah Tangga (RT) di tahun 2015, 

diasumsikan bertumbuh 1,5% di tahun 2020, akhirnya menjadi 71 juta RT. Dengan 

rasio jumlah penduduk kelas menengah 42%, yaitu 29 juta Kepala Keluarga (KK) 

dan rata-rata pengeluaran per bulan sebesar Rp 7.500.000,00. Potensi wakaf 29 juta 

KK (populasi) x Rp 7,5 juta (pengeluaran per bulan) x 5% = 10,875 Triliun per 
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bulan. Hal ini menunjukkan bahwa potensi dari wakaf tunai per tahun kelas 

menengah di Indonesia mencapai Rp 130 triliun (Tanjung, 2021). 

Menurut Tanjung (2021), wakaf dari kelas menengah ke atas Muslim hanya 

salah satu dari empat segmen yang dapat memfasilitasi pengumpulan wakaf uang. 

Segmen kedua yang disebut adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berjumlah 

4,2 juta jiwa. Segmen ketiga adalah perusahaan nasional dan yang keempat adalah 

hasil pengelolaan wakaf. Jika secara keseluruhan dijumlahkan, maka total potensi 

wakaf tunai di Indonesia per tahun mencapai Rp 180 Triliun. Namun, data BWI per 

20 Januari 2021, menunjukkan akumulasi perolehan wakaf tunai mencapai Rp 

819,36 miliar. Dengan rincian wakaf uang Rp 238,83 miliar dan wakaf melalui uang 

sejumlah Rp 580,53 miliar. Wakaf uang adalah wakaf berupa uang dalam bentuk 

rupiah yang dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk mauquf ‘alaih. 

Sedangkan wakaf melalui uang adalah wakaf dengan memberikan uang untuk 

dibelikan/dijadikan harta benda tidak bergerak atau harta benda bergerak sesuai 

yang dikehendaki wakif atau program/proyek yang ditawarkan kepada wakif, baik 

untuk keperluan sosial maupun produktif/investasi (Fahruroji, 2019). 

Melihat realita yang terjadi, hal ini menjadi bukti nyata bahwa pemahaman 

masyarakat masih minim terkait wakaf tunai. Padahal keberadaan wakaf tunai ini 

semakin memudahkan orang-orang untuk melakukan wakaf, sehingga 

permasalahan terkait dana pengelolaan wakaf tidak bergerak (tanah, dan lain-lain) 

juga dapat teratasi. Untuk itu, perlu adanya transformasi wakaf menuju wakaf 

produktif melalui mobilisasi dan pemanfaatan wakaf tunai. 
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Pengelolaan wakaf tunai di Indonesia diatur oleh satu direktorat di bawah 

Kementerian Agama yang juga berlaku sebagai pengawas. Dikarenakan wakaf 

tunai sedang digencarkan di Indonesia, wakaf diintegrasikan dengan berbagai 

sistem modern yang telah ada. Berdasarkan UU No. 41 tahun 2004, Nazhir 

dipercaya untuk menerima dan mengelola wakaf uang melalui Lembaga Keuangan 

Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang telah mendapat izin dari Menteri 

Agama (Sulistyani dkk., 2020). Badan Wakaf Indonesia (BWI) dibentuk untuk 

bertugas dalam mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia, dan 

dalam hal ini BWI berperan sebagai Nazhir. Jadi, wakif tidak boleh secara langsung 

memberikan mauquf yang berupa uang kepada Nazhir, tetapi melalui LKS-PWU. 

Sama halnya dengan wakaf tanah dan bangunan, Nazhir bertugas untuk 

menginvestasikan sesuai syariah dalam pengelolaan wakaf uang, dengan satu syarat: 

nilai nominal yang diinvestasikan tidak boleh berkurang. Sedangkan hasil investasi 

dialokasikan maksimal 10% untuk upah Nazhir dan minimal 90% untuk 

kesejahteraan masyarakat. 

Wakaf tunai dapat dijadikan sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi 

umat ke depan demi meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan bangsa. Hal ini 

penting agar wakaf uang dikelola dan berkembang dengan baik, transparan dan 

akuntabel. Skema wakaf uang pun diyakini berdampak besar. Ini termasuk 

kemampuan untuk memperkuat perbankan syariah, menggerakkan ekonomi syariah, 

membiayai aset wakaf produktif, dan mendukung pelaksanaan program sosial. 

 



 

40 
 

4.2 Wakaf Berbasis Fintech 

Pemanfaatan harta wakaf di Indonesia masih terbilang bersifat konsumtif 

dikarenakan hanya digunakan sebagai tempat-tempat ibadah maupun tempat sosial, 

sehingga belum dapat dikatakan sebagai wakaf produktif. Tingginya angka 

kemiskinan dan meningkatnya kebutuhan ekonomi, menjadikan kita harus bisa 

berpikir lebih kreatif dan inovatif dalam bidang perwakafan. Salah satu instrumen 

yang digunakan dalam membangun kehidupan sosial ekonomi, terutama umat 

Muslim, terlebih dengan sudah adanya wakaf tunai (uang). Wakaf tunai merupakan 

salah satu strategi untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat terutama di bidang 

perekonomian. Oleh karena itu, wakaf tunai harus mendapat perhatian lebih dalam 

pembiayaan berbagai proyek sosial melalui pemberdayaan wakaf benda tak 

bergerak yang masih non-produktif, atau melalui penyaluran kepada lembaga-

lembaga pemberdayaan ekonomi. Bentuk pengelolaan wakaf ini meliputi 

penghimpunan dana, pemanfaatan dan pertanggungjawaban (akuntabilitas). 

Penggalangan dana (fundraising) adalah hal yang sangat penting untuk 

dilakukan guna menunjang dan melancarkan aktivitas dalam memproduktifkan aset 

wakaf yang dikelola oleh lembaga-lembaga wakaf. Berdasarkan UU No. 41 tahun 

2004, fundraising wakaf uang harus melalui perbankan syariah atau yang biasa 

disebut dengan LKS-PWU. Sebagai institusi keuangan yang akuntabel dan 

kompatibel dengan kemajuan teknologi, menjadi alasan mengapa perbankan 

syariah dipilih sebagai lembaga yang menjadi penentu keberhasilan fundraising 

wakaf uang di Indonesia. 

Melihat pesatnya perkembangan teknologi informasi saat ini, mendukung 

perkembangan financial technology (Fintech). Seperti yang didefinisikan oleh Bank 
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Indonesia, Fintech adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang 

menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat 

berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas keuangan, dan/atau efisiensi, 

kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran (Mulyati dkk., 2021). 

Dengan adanya Fintech, masyarakat mendapat kemudahan dalam melakukan 

kegiatan ekonomi dan membuka peluang untuk mendirikan platform yang 

memfasilitasi kegiatan keuangan, sehingga kegiatan perekonomian terintegrasi 

dengan sistem online. Dengan demikian, muncul suatu konsep baru sebagai wadah 

dalam mengelola harta wakaf secara online atau digital. 

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah 

mengeluarkan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan 

Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. 

Pertimbangan fatwa tersebut dikeluarkan karena masyarakat Indonesia perlu 

penjelasan mengenai ketentuan dan batasan hukum terkait layanan pembiayaan 

berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah (Mulyati dkk., 2021). 

FinTech diadopsi secara luas dalam oleh industri keuangan konvensional maupun 

keuangan syariah, terdapat perbedaan antara FinTech syariah dengan FinTech 

konvensional. Hal ini karena kesesuaian transaksi yang dilakukan tentunya harus 

mengikuti prinsip syariah baik dalam rukun maupun akad. Lembaga keuangan 

syariah harus mendasari operasionalnya dengan prinsip syariah yaitu antara lain 

terhindar dari riba, gharar (ketidakjelasan akad), maysir (ketidakjelasan/ tidak 

transparan), dharar (bahaya), zhulm (kerugian salah satu pihak), dan haram. 
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Bahkan seharusnya lebih menggiatkan kepada sistem bagi hasil sebagai 

penggantinya. 

Fundraising sebenarnya bisa dilakukan dengan cara-cara konvensional 

(offline). Namun melalui metode online, mengikuti berkembang pesatnya era 

teknologi di dunia, akan membuat lebih mudah. Fundraising yang pelaksanaannya 

bermula dengan secara langsung antara penerima manfaat atau lembaga dengan 

donatur, sekarang hanya dengan bermodalkan internet dan media sosial, sudah 

dapat diakses oleh siapapun pengguna internet. Jika dilihat dari masing-masing 

definisi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, wakaf berbasis fintech 

merupakan suatu platform online penyelenggara pengelola dana wakaf yang 

mengintegrasikan orang yang mewakafkan (wakif) dan orang yang menerima 

wakaf (mauquf 'alaih), dengan konsep crowdfunding.  

Dengan adanya wakaf secara online atau wakaf berbasis fintech, maka 

diharapkan penghimpunan wakaf secara elektronik dapat meningkat dalam 

berbagai hal, antara lain: mengurangi jumlah perantara, mengurangi biaya dalam 

mengelola uang wakaf, dan mempersingkat durasi penggalangan dana. Selain itu, 

wakaf tunai online dapat dilihat sebagai metode mitigasi untuk mengurangi risiko 

pencurian wakaf tunai. Selanjutnya, metode secara online juga menyediakan sistem 

yang lebih sistematis dan efisien untuk wakaf, termasuk bentuk pelaporannya 

kepada para wakif. 

4.3 Konsep Crowdfunding Dalam Wakaf 

Dengan melihat penjelasan sebelumnya mengenai Fintech yang bisa 

menjadi salah satu sumber pendanaan dalam pengelolaan wakaf, tentunya perlu 
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diketahui juga konsep seperti apa yang digunakan pada Fintech dalam memberikan 

layanan yang optimal pada pengelolaan wakaf di Indonesia. Dilihat dari lima jenis 

Fintech, crowdfunding merupakan kategori yang sesuai dalam pengintegrasian 

wakaf dan Fintech dalam proses penggalangan dana (fundraising). 

Empat aspek penting yang harus diperhatikan dalam crowdfunding untuk 

menjalankan misi sosial kesejahteraan umat, yaitu perhatian, kepercayaan, kerja 

sama kolektif, dan pengumpulan uang. Dengan crowdfunding, pengumpulan dana 

wakaf bisa terkumpul dengan lebih cepat, sekaligus untuk mempromosikan dan 

meningkatkan aktivitas pendanaan (Fitriyah, 2019).  

Dalam mekanisme crowdfunding, terdapat beberapa pelaku utama, yaitu 

pencari dana atau fundraiser, donator atau crowdfunder, dan penghubung di antara 

keduanya. Fundraiser berupa lembaga atau badan wakaf, masyarakat sebagai 

crowdfunder yang bisa memberikan bantuan dana, dan terdapat suatu platform 

crowdfunding berbasis web yang menyatukan interaksi di antara kedua pihak 

tersebut.  

Fitriyah (2019) menjabarkan dalam penelitiannya terkait kerangka kerja 

dari crowdfunding dalam proses fundraising wakaf yang dikenal dengan 

Crowdfunding Waqaf Model. Lembaga wakaf yang berencana mengembangkan 

lahan wakaf secara lebih produktif perlu mengumpulkan dana dari donatur untuk 

melanjutkan proyek tersebut. Sebelumnya, perlu adanya identifikasi lahan wakaf 

yang potensial dari lembaga wakaf sebagai proses penyaringan pendanaan proyek. 

Dilanjutkan dengan mengajukan proyek tersebut ke sistem platform crowdfunding 

berbasis web atau jejaring sosial, yang berisikan tentang gambaran singkat 
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mengenai profil proyek, gambar, dan penjelasan terkait perihal penggunaan dana 

dalam proyek sehingga bisa menjangkau khalayak luas. 

Ketika crowdfunders sudah menentukan pilihan proyek, crowdfunders 

dapat menentukan jenis crowdfunding mana yang akan mereka gunakan. Kemudian 

mereka akan bekerja sama dengan lembaga Wakaf untuk transfer dana melalui bank 

syariah atau lembaga/badan dengan sistem pembayaran digital. Pembayaran 

menggunakan sistem transfer via bank sudah menjadi sistem pembayaran yang 

umum. Dengan memanfaatkan teknologi yang sudah semakin berkembang dan 

banyaknya masyarakat yang memiliki aplikasi-aplikasi sebagai dompet mereka, 

diharapkan dapat mempermudah masyarakat untuk berwakaf. Jika target jumlah 

dana sudah tercapai, secara otomatis status proyek akan diperbarui oleh sistem dan 

mencatat jumlah dana yang diperoleh hingga siap untuk didistribusikan. 

Lembaga wakaf juga turut mengelola dan mengawasi sebagai bentuk 

kontrol terhadap proyek mereka dengan secara teratur memantau kemajuan proyek 

dan memperbarui info tentang kemajuan proyek pada sistem hingga proyek tersebut 

selesai dan mulai beroperasi. Informasi ini juga disampaikan dalam bentuk e-

reporting. Hal ini yang akan menjadi bentuk akuntabilitas mereka dengan adanya 

transparansi antara lembaga wakaf dan crowdfunders. 

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, manajemen wakaf menjadi satu 

masalah yang patut diperhatikan. Banyak harta wakaf yang terabaikan dalam 

pengelolaannya, dan pendanaan menjadi penyebab utama wakaf tidak dikelola 

secara produktif. Pendayagunaan wakaf secara produktif mengharuskan 

pengelolaan secara profesional dengan melibatkan sistem manajemen yang terdiri 
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dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan (Muntaqo, 

2015). Sistem pengelolaan tersebut diharapkan dapat memungkinkan pengelolaan 

wakaf yang efektif dan efisien, terutama untuk mewujudkan prinsip akuntabilitas, 

dan memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf. Jika 

kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf bisa terbangun, wakaf benar-

benar bisa menjalankan fungsinya sebagai instrumen untuk menyejahterakan umat. 

Dalam pelaksanaannya, tujuan platform crowdfunding harus jelas untuk 

menarik penyandang dana dengan tujuan yang sama, yaitu untuk mengembangkan 

atau memberdayakan umat. Oleh karena itu, konsep pembangunan umat adalah 

sesuatu yang dapat dicapai apabila dana tersebut dimobilisasi untuk proyek-proyek 

yang mampu menciptakan kekayaan, meningkatkan sumber daya manusia, untuk 

bantuan kemanusiaan dan juga untuk setiap kegiatan agama Islam (Mohd Thas 

Thaker dkk., 2018). Kurangnya kepercayaan dapat diminimalisir dengan beberapa 

metode. Pertama, platform crowdfunding hanya bekerja dengan entitas wakaf yang 

berwenang. Kedua, proyek yang dikelola oleh mutawalli berwenang. Ketiga, hanya 

proyek wakaf yang berdampak dipertimbangkan. Keempat, menggunakan syariah 

advisors untuk memastikan bahwa struktur operasional tidak melanggar prinsip-

prinsip Syariah. Pada saat yang sama, efektivitas wakaf tunai tidak dipertanyakan. 

Dalam hal transparansi, sistem crowdfunding sudah cukup transparan, sehingga 

penyandang dana tahu di mana uang mereka, berapa banyak yang mereka butuhkan 

dan mereka dapat memberitahu kemajuan proyek dari platform itu sendiri. 
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4.4 Pengembangan Wakaf Uang serta Kendala dan Solusi  

4.4.1 Pengembangan Wakaf Uang Dalam Tinjauan Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf 

Pengembangan wakaf di Indonesia berdasar pada Undang Undang Nomor 

41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-Undang ini dibuat oleh negara dalam untuk 

mengontrol pelaksanaan wakaf agar berjalan sebagaimana mestinya. Negara 

mengatur secara tegas proses dan sifat pengelolaan serta pengembangan dalam 

wakaf. Wakaf uang atau wakaf tunai menjadi salah satu solusi untuk terwujudnya 

wakaf menjadi lebih produktif. Kesejahteraan masyarakat dapat tercipta oleh wakaf 

tunai, apabila suatu lembaga pengelola wakaf tersebut mampu mengelola dan 

memberdayakan secara profesional (Medias, 2010). Hal ini sesuai dengan yang 

tertulis dalam UU Wakaf, yaitu kata menyejahterakan, yang didefinisikan sebagai 

suatu bentuk upaya para pihak pengelola wakaf dalam mendayagunakan wakaf 

untuk dapat meningkatkan kualitas hidup umat Islam. 

Ditinjau dari UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, pengembangan 

wakaf tunai atau wakaf uang dapat dijabarkan sebagai berikut (Sulistyani dkk., 

2020): 

1) Pendirian suatu institusi wakaf 

Dengan disahkannya Undang-Undang Wakaf, metode yang 

digunakan dalam pengelolaan wakaf di Indonesia tentunya harus menjadi lebih 

profesional dan independen. Perlu adanya sebuah lembaga baru dengan 

kapasitas dan kapabilitas untuk meningkatkan produktivitas fasilitas (aset) 

wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan jawaban atas 

terbentuknya pengelolaan wakaf yang profesional dan modern agar dapat 
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menghasilkan manfaat wakaf untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Selain berfungsi sebagai Nazhir, BWI juga berperan sebagai pembina Nazhir 

sehingga harta benda wakaf dapat dikelola dan dikembangkan secara produktif 

(Aziz, 2017).  

2) Pengumpulan wakaf uang 

Pengumpulan (penghimpunan) dana diatur dalam Pasal 28 UU Wakaf 

juncto Pasal 23 PP Nomor 41 Tahun 2006. Pasal tersebut menyatakan bahwa 

benda bergerak berupa uang dapat diwakafkan melalui Lembaga Keuangan 

Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang ditunjuk oleh Menteri. 

Berdasarkan Pasal 25 PP No. 42 Tahun 2006, statusnya sebagai LKS-PWU 

perlu diberitahukan kepada masyarakat. 

3) Pengelolaan wakaf uang 

Orientasi dalam mengelola dana wakaf adalah proses dari pengelolaan 

hingga bisa memberikan output semaksimal mungkin, dengan cara 

menginvestasikan dana tersebut ke dalam bisnis-bisnis produktif. Contohnya, 

investasi melalui deposito pada bank Syariah, investasi penyertaan melalui 

perusahaan modal ventura, atau investasi bentuk portofolio dengan 

mempertimbangkan potensi risk and return (Kementerian Agama RI, 2013). 

Sebagaimana diamanatkan pada Pasal 48 PP Nomor 46 Tahun 2006, 

disebutkan bahwa untuk melakukan manajemen dan perluasan atas harta benda 

wakaf uang hanya bisa melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau 

instrumen keuangan syariah. Menurut ketentuan Pasal 9 ayat (5) Peraturan BWI 

No. 1 Tahun 2009, pengelolaan dan pengembangan wakaf uang atas setoran 
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wakaf uang dan investasi wakaf uang oleh Nazhir harus ditujukan untuk 

memperoleh laba yang maksimal dan/atau untuk pemberdayaan ekonomi umat. 

Sedangkan dari hasil investasi wakaf uang oleh Nazhir, tertera di Pasal 9 ayat 

(6) Peraturan BWI No. 1 Tahun 2009, wajib ditujukan untuk pemberdayaan 

ekonomi umat dan/atau kegiatan-kegiatan sosial keagamaan. 

Pasal 45 ayat (2) PP Wakaf mengungkapkan bahwa “Dalam 

mengelola dan mengembangkan harta benda untuk memajukan kesejahteraan 

umum, Nazhir dapat bekerja sama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip 

syariah”. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa dalam rangka guna 

mengambil hasil dari wakaf produktif untuk mauquf alaih, Nazhir dapat 

berafiliasi dengan pihak manapun selama sesuai dengan prinsip syariah (Ubaid, 

2015). Sehingga peran Nazhir sebagai lembaga pengelola lebih terbuka untuk 

mempertanggungjawabkan pelaporan terhadap kondisi dan perkembangan 

harta wakaf yang ada kepada pemerintah dan masyarakat umum (Prasetyo, 

2017).  

4) Pendistribusian hasil wakaf uang 

Saat mendistribusikan pendapatan wakaf uang, perlu diperhatikan 

tujuannya, yaitu penyantunan, pemberdayaan, investasi sumber daya insani, 

maupun investasi infrastruktur. Untuk meningkatkan nilai awal Wakaf Tunai, 

perlu mengalokasikan persentase tertentu untuk hasil yang dicapai. 

Pertimbangan utama adalah sebagai bentuk preventif apabila adanya penurunan 

nilai awal wakaf tunai dan menaikkan kapasitas modal awalnya. Target 
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distribusi yang dipilih tergantung pada ketersediaan atau tinggi rendahnya hasil 

yang dapat diperoleh dalam pengelolaan dana wakaf tunai (Fanani, 2010).  

Pengembangan wakaf uang di Indonesia merupakan terobosan baru 

yang didorong oleh berbagai inovasi dalam pengelolaannya. Dalam hal ini, 

Nazhir menginvestasikan di berbagai bidang usaha sesuai prinsip syariah untuk 

menghasilkan laba. Penerima manfaat mendapat pengembalian keuntungan di 

berbagai bidang seperti pendidikan, rumah sakit, UMKM, kegiatan sosial dan 

lain-lain. 

4.4.2 Kendala dan Solusi Pengembangan Wakaf Uang 

Potensi dari wakaf uang memang sangat besar untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Dari berbagai pengembangan secara kelembagaan 

maupun yuridis, wakaf uang dianggap sebagai salah satu instrumen dalam ekonomi 

Islam yang berpihak pada sistem ekonomi yang berkeadilan sosial. Namun jika 

diamati secara menyeluruh, masih banyak kendala yang dihadapi dalam praktek 

pengelolaannya (Sulistyani dkk., 2020). Kendala-kendala tersebut antara lain: 

1) Minimnya pemahaman masyarakat  

Masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa wakaf berupa harta 

itu tidak habis dipakai. Tentunya ini menjadi hambatan dalam pengenalan 

aturan wakaf tunai, terutama di pedesaan. Mereka asing dengan wakaf tunai 

karena masih beranggapan bahwa wakaf adalah harta tidak bergerak, seperti 

tanah, masjid, kuburan. Hal ini disampaikan oleh Ketua Divisi Humas, 

Sosialisasi, dam Literasi (Husoli) BWI, Atabik Luthfi (Fadhilah, 2018). 
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Dilihat dari perkembangan ekonomi, kebutuhan masyarakat harus tetap 

diperhatikan. Walaupun harta wakaf tidak bergerak bersifat kekal, apabila tidak 

dimanfaatkan dengan baik atau terbengkalai, tentunya tidak akan memberi 

manfaat bagi umat. Dengan adanya wakaf tunai atau wakaf uang, dapat 

membantu mendayagunakan tanah yang terbengkalai tersebut menjadi tanah 

wakaf yang produktif. 

Solusi yang harus dilakukan pihak BWI bersama pihak terkait dalam hal 

ini adalah sosialisasi aturan wakaf tunai harus terus dilakukan oleh LKS-PWU 

maupun Nazhir, termasuk keuntungannya bagi masyarakat. Kegiatan seperti 

program wakaf goes to campus, wakaf goes to community atau wakaf goes to 

society dapat dilakukan untuk membuat para tokoh agama sekitar, terutama di 

pedesaan lebih terbuka memandang aturan wakaf tunai.  

Selain itu, seperti yang sudah dilakukan oleh BWI Kantor Wilayah 

Yogyakarta bersinergi dengan sebuah yayasan yang memang dibentuk untuk 

mengedukasi masyarakat sekitar, yaitu Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia 

(YEWI). Sesuai dengan namanya, YEWI memfokuskan diri untuk peningkatan 

literasi dan partisipasi masyarakat dalam perwakafan. YEWI khusus untuk 

melakukan sosialisasi program-program wakaf Nazhir kepada masyarakat, 

bukan sebagai lembaga pengelola harta benda wakaf. Program yang dilakukan 

oleh YEWI salah satunya adanya webinar bagi para pendidik, pengajar, 

penyuluh, maupun pendakwah untuk meningkatkan literasi terkait 

perkembangan wakaf (YEWI, 2015). Jadi YEWI tidak hanya mengedukasi 

masyarakat sekitar, tetapi juga menelurkan para guru wakaf bagi masyarakat 
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sekitar. Dengan adanya YEWI dan program-program yang dilakukannya, 

tentunya dapat menjadi sebuah solusi dari kendala tersebut.  

Dengan adanya sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat, diharapkan 

dapat merealisasikan potensi wakaf tunai yang memang sangat besar dan 

berperan dalam perbaikan perekonomian umat. Apabila pada akhirnya 

masyarakat mau untuk melakukan wakaf uang, harta wakaf tak bergerak yang 

tadinya masih terbengkalai atau belum dimanfaatkan secara maksimal (kurang 

produktif) akibat dari kurangnya pendanaan dalam pengelolaannya, dapat 

berkembang dan dimanfaatkan untuk kemakmuran sosial ekonomi masyarakat. 

Sehingga permasalahan terkait harta wakaf tak bergerak yang belum atau 

bahkan tidak produktif dapat teratasi. 

2) Nazhir kurang profesional dalam pengelolaan wakaf uang 

Kemampuan Nazhir yang profesional dan handal dalam pengelolaan 

wakaf tunai sangat menentukan keberhasilan pengembangan wakaf tunai. 

Nazhir tidak boleh lalai atau asal-asalan dikarenakan menyangkut dana amanah 

umat. Namun sampai saat ini, profesionalisme dari Nazhir masih menjadi 

kendala dalam pengelolaan wakaf (Tanjung dkk., 2020). Kemampuan Nazhir 

yang kurang memadai mengakibatkan harta wakaf tidak berfungsi secara 

optimal atau bahkan tidak memberikan hasil sama sekali kepada penerima 

manfaat (Sulistyani dkk., 2020). Selain itu juga memberi dampak adanya 

ketidakpercayaan masyarakat terhadap Nazhir dalam mengelola wakaf uang, 

sehingga keinginan untuk berwakaf menurun. 
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Kualitas Nazhir perlu ditingkatkan untuk bisa mengatasi kendala 

tersebut. Tidak hanya memerlukan pemahaman, melainkan juga butuh 

menghayati pengetahuan agama dan kebijakan negara agar terhindar dari 

tindakan yang dilarang oleh agama atau pemerintah. Sebagai pemimpin usaha 

atau manajer, Nazhir bertugas berdasarkan perencanaan yang matang yang telah 

disusun sebelumnya serta mengoordinasikan rencana tersebut agar terlaksana 

dengan baik. Dengan perannya sebagai praktisi, pengelola dan pengembang 

wakaf, Nazhir hanya memikirkan bagaimana cara untuk memperoleh hasil yang 

maksimal dari pengelolaan wakaf yang sesuai dengan syariah (Badan 

Pengkajian Hukum Nasional, 2009). 

Sesuai kebijakan negara, wakaf diarahkan menjadi produktif untuk 

kepentingan ibadah dan peningkatan kesejahteraan umum. Untuk dapat 

mencapai hal tersebut, selain pemahaman dan penghayatan terhadap 

pengetahuan tentang agama dan kebijakan negara, Nazhir harus memahami 

ilmu ekonomi berdasarkan ilmu umum dan bisnis profit oriented yang sesuai 

syariah, berjiwa entrepreneurship, dan mempunyai kemampuan untuk 

mengajak orang lain untuk berkolaborasi berdasarkan perencanaan yang telah 

disesuaikan dan mengaturnya agar berjalan dengan lancar. Kemampuan 

entrepreneurship yang dimaksud adalah seperti memiliki kepemimpinan yang 

diarahkan untuk mencapai tujuan laba, merancang visi dan strategi berdasarkan 

perhitungan untung dan rugi yang ekonomis dan pragmatis, dan bisa berpikir 

bagaimana menciptakan sesuatu karena tidak hanya selalu bergantung pada 

modal. Nazhir juga harus mampu mengambil keputusan analitis dalam 
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pemecahan masalah, berani mengambil risiko, lihai dalam melihat bahkan 

menciptakan dan menilai setiap peluang yang ada, menjadi innovator, memiliki 

kemampuan adaptasi, keterampilan teknologi informasi dan komunikasi, serta 

keterampilan manajemen yang kuat (Badan Pengkajian Hukum Nasional, 2009). 

Nazhir yang berada di bawah standar kualifikasi, serta tidak memahami 

ilmu-ilmu yang berkaitan tentunya tidak relevan dengan tuntutan kemajuan 

serta kebijakan negara yang bersedia membuka akses demi memajukan wakaf 

di Indonesia. Oleh sebab hal itu, Nazhir harus dibina oleh BWI agar mampu 

mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, sehingga dapat 

menciptakan Nazhir yang profesional dan mempunyai kredibilitas yang tinggi.  

3) Kurangnya kemampuan praktisi wakaf dalam pengembangan wakaf uang 

Pemerintah, BWI, LKS-PWU, Wakif dan Nadzir merupakan unsur yang 

berperan penting dalam menentukan keberhasilan pengembangan wakaf uang 

di Indonesia. Karena persoalan pengembangan wakaf yang terjadi berada di 

sekitar praktisi wakaf yang sudah disebutkan tadi (Tanjung dkk., 2020). 

Kemauan dan kemampuan yang dimiliki praktisi wakaf untuk menjalankan 

tugas dan fungsinya dengan baik, profesional, dan amanah sangat dibutuhkan. 

Yang perlu disadari adalah permasalahan pada dua hal, yaitu apakah praktisi 

wakaf di Indonesia telah memahami dan menyadari bahwa wakaf merupakan 

ajaran Islam yang mengandung potensi ekonomi yang luar biasa untuk 

kemakmuran bangsa dan negara Indonesia? Mampukah para pelaku wakaf 

Indonesia mengelola dan mengembangkan wakaf Indonesia dengan potensi 

yang luar biasa untuk menyejahterakan umat, bangsa dan negara Indonesia 
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tersebut? (Sulistyani dkk., 2020) Potensi wakaf dan manfaat ekonomis dari 

harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan/atau kesejahteraan umum 

dapat tercipta jika kedua pertanyaan tersebut dapat dijawab dan dijalankan oleh 

praktisi wakaf dengan baik. Begitu pula sebaliknya.  

Pada konteks wakaf uang di Indonesia saat ini, hambatan utama dalam 

perkembangannya bukan lagi pada citra wakaf yang dipahami umat Islam 

dengan cara tradisional/konvensional, melainkan terletak pada praktik 

perwakafan masyarakat, termasuk negara yang justru kurang dan tidak cepat 

tanggap dalam mengadaptasi kebijakan wakaf yang sesuai dengan tuntutan 

kemajuan (Badan Pengkajian Hukum Nasional, 2009). 

Kembali pada pembekalan diri atas pemahaman pengetahuan terkait 

wakaf uang, menjadi pokok utama dalam mengatasi hambatan tersebut. Agar 

tercipta keberhasilan dalam mengelola dan mengembangkan wakaf uang di 

Indonesia, maka seluruh praktisi wakaf terutama Nazhir harus mampu 

mengelola dan mengembangkan wakaf secara profesional dan amanah serta 

bersinergi demi keberhasilan pengelolaan dan pengembangan wakaf di 

Indonesia. Penanaman ilmu yang konsisten kepada masyarakat, dapat 

mengubah pandangan masyarakat tentang wakaf uang, sehingga masyarakat 

dapat terketuk hatinya dan membuka pikiran bahwa berwakaf tidak hanya 

benda tidak bergerak, tetapi juga wakaf benda bergerak seperti uang, logam 

mulia, surat berharga, hak kekayaan intelektual, hak sewa, kendaraan dan lain 

sebagainya di mana nilai pahalanya sama (Sulistyani dkk., 2020).  

 



 

55 
 

4.5 Model (Grand Design) Wakaf Berbasis Fintech 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam pengelolaan wakaf 

terdapat beberapa unsur (pihak) yang terkait dan dengan adanya realita-realita yang 

terjadi pada praktik pengelolaan dan pengembangan wakaf, penulis menyarankan 

bentuk model pengelolaan wakaf yang sesuai dengan kondisi yang terjadi. 

 

Gambar 4.1 Alur Wakaf Uang 

 Sumber : Penulis 

 

Masyarakat selaku wakif merupakan salah satu aktor utama demi 

terwujudnya pengelolaan wakaf yang produktif. Wakif dapat mewakafkan hartanya 

yang berupa uang dengan mudah, kapanpun dan di manapun dengan adanya Fintech. 

Fintech yang memfasilitasi untuk transaksi wakaf tunai yang tersedia saat ini pun 

berbagai macam jenisnya, ada suatu platform berbasis web yang dibuat khusus 



 

56 
 

untuk mengumpulkan dana wakaf terkait pengelolaan wakaf non produktif, e-wallet, 

dan ada juga QR Indonesian Standard (QRIS). 

Masyarakat tinggal memilih media mana yang akan digunakan untuk 

berwakaf. Jika memilih melalui web, maka wakaf tunai bisa dilakukan dengan cara 

transfer antar bank. Apabila dengan e-wallet, sistemnya sama dengan transfer, 

hanya saja tidak harus terkhusus pada bank tertentu. Pada beberapa e-wallet juga 

sudah tersedia fasilitas khusus untuk berwakaf, sehingga masyarakat tidak harus 

mengakses ke suatu web tertentu dan bisa melakukannya kapan saja di waktu 

senggang. E-wallet juga dapat digunakan untuk transaksi wakaf yang menggunakan 

QRIS. Pemunculan QRIS ini sangat memudahkan untuk melakukan transaksi 

cashless, sehingga banyak tempat umum, termasuk masjid yang sudah 

menggunakan QRIS untuk penerimaan dana wakaf ataupun infak yang akan masuk 

ke rekening terkait. Masyarakat cukup melakukan scan barcode QRIS dan 

memasukkan nominal jumlah yang diinginkan. Scan barcode pada QRIS bisa 

dilakukan menggunakan e-wallet ataupun mobile banking. 

Sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2004, dana wakaf dari wakif yang 

terkumpul melalui fintech tersebut diterima oleh LKS-PWU yang kemudian akan 

dikelola dan dikembangkan oleh nazhir sesuai dengan tujuan, fungsi, dan 

peruntukannya. BWI sebagai nazhir dibawahi oleh Kementerian Agama yang 

berlaku sebagai pengawas. Perlu adanya shariah advisor dari pihak pemerintah 

(Kemenag) untuk memastikan struktur operasional sesuai dengan prinsip syariah. 

Sesuai dengan hukum yang terkandung di dalamnya, dana wakaf tidak boleh 

habis pokoknya, laba bersih dari hasil pengembangan wakaf yang akan diberikan 
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kepada mauquf ‘alaih. Untuk itu, dalam pengelolaannya nazhir perlu 

menginvestasikan dana wakaf tersebut ke dalam bisnis-bisnis produktif. Nazhir 

juga berhak mendapat imbalan, upah, atau bagian maksimal 10% dari keuntungan 

atas pengelolaan wakaf tersebut. Maka ada 90% dari hasil pengelolaan tersebut 

yang diperuntukkan bagi mauquf‘alaih yang dapat dibedakan atas dua sektor selain 

untuk pengelolaan harta wakaf non produktif, yaitu sektor ekonomi dan non 

ekonomi seperti sosial dan pendidikan (Al-Arif, 2012). 

Bentuk pemberdayaan yang bisa dilakukan adalah dengan mendirikan 

sekolah gratis yang tentunya dengan kualitas baik atau bantuan bagi kesejahteraan 

guru, mengadakan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis bagi masyarakat 

kurang mampu, bantuan gizi ibu hamil, serta persalinan gratis. Selain itu, 

pemberdayaan di bidang sosial dapat berupa pelatihan kerja dan kewirausahaan dan 

bantuan dana bergulir dari segi sektor ekonomi. 

Dana wakaf yang terkumpul, bentuk pengelolaan, bentuk investasi yang 

dilakukan dalam proses pengelolaannya, dan bagaimana alurnya hingga tersalurkan 

kepada mauquf‘alaih harus dilakukan secara profesional dan akuntabel. Wakif 

berhak mendapatkan pelaporan terkait dana yang sudah diwakafkan melalui e-

report yang terdapat pada fintech yang digunakan sebagai alat fundraising, 

sehingga kepercayaan wakif terhadap lembaga Nazhir dapat tercipta, sehingga 

wakif dapat terus untuk mewakafkan hartanya untuk kepentingan umat. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan oleh 

peneliti mengenai perumusan desain optimalisasi pengelolaan wakaf tunai berbasis 

financial technology, berikut merupakan kesimpulan yang dapat diambil antara lain : 

1. Indonesia memiliki potensi wakaf tunai yang sangat besar hingga 180 triliun 

dari empat segmen, yaitu muslim kelas menengah atas, Aparat Sipil Negara 

(ASN), perusahaan multinasional, dan hasil pengelolaan wakaf produktif. 

Adanya bentuk pengelolaan wakaf yang produktif akan mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Untuk itu, dalam 

pengelolaannya harus dilakukan secara profesional, transparansi, dan 

akuntabilitas. BWI berlaku sebagai Nazhir yang menerima dan mengelola dana 

wakaf yang terkumpul, di mana LKS-PWU menjadi tangan pertama dalam 

penerimaan dana wakaf yang ditunjuk langsung oleh Kementerian Agama yang 

juga berlaku sebagai pengawas.  

2. Penggalangan dana (fundraising) adalah hal yang sangat penting untuk 

dilakukan guna menopang dan melancarkan aktivitas bagi lembaga-lembaga 

wakaf dalam mengelola aset wakaf yang tadinya hanya bersifat konsumtif 

menjadi lebih produktif. Dengan catatan, lembaga wakaf tersebut harus 

mendasari operasionalnya dengan prinsip syariah yang menghindari adanya 

riba, maysir, gharar, dharar, zhulm, dan haram. Manfaat dari penggunaan 

fintech dalam proses penggalangan dana wakaf adalah sosialisasi dan mobilisasi 
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mengenai aset wakaf lebih mudah diakses, para praktisi wakaf menjadi lebih 

mudah untuk melakukan transaksi wakaf, dapat dilakukan di manapun dan 

kapanpun, wakif dapat mewakafkan hartanya dari nominal kecil, serta adanya 

transparansi pendapatan aset wakaf yang dihimpun dan akuntabilitas dalam 

penyalurannya dapat diakses secara berkala. 

3. Dilihat dari lima jenis fintech, crowdfunding merupakan kategori yang sesuai 

dalam pengintegrasian wakaf dan fintech dalam proses penggalangan dana 

(fundraising). Dalam mekanisme crowdfunding, terdapat beberapa pelaku 

utama, yaitu pencari dana atau fundraiser, donator atau crowdfunder, dan 

penghubung di antara keduanya. Fundraiser berupa lembaga atau badan wakaf, 

masyarakat sebagai crowdfunder yang bisa memberikan bantuan dana, dan 

terdapat suatu platform crowdfunding berbasis web yang menyatukan interaksi 

di antara kedua pihak tersebut. 

4. Dalam rangka mewujudkan potensi wakaf tunai tersebut, perlu diketahui 

terlebih dahulu terkait kendala dan solusi (strategi) dalam pengelolaan dan 

pengembangan wakaf uang. Dengan mengetahui hal apa saja yang menjadi 

hambatan, akan bisa menentukan prioritas dalam menjalankan strategi yang 

paling memengaruhi tingkat pengelolaan wakaf tunai di Indonesia. Memberikan 

edukasi dan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat terkait wakaf 

tunai, meningkatkan kualitas nazhir sehingga bisa melakukan strategi 

pemasaran yang inovatif dalam pengelolaannya, dan adanya transparansi serta 

akuntabilitas dari lembaga wakaf. 
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5. Keterlibatan seluruh praktisi wakaf, baik dari peran pemerintah (Kemenag dan 

BWI), wakif (masyarakat), dan adanya integrasi yang baik antara wakaf dan 

fintech, sangat menunjang terwujudnya pengelolaan wakaf menjadi lebih 

optimal (produktif) sehingga dapat dimanfaatkan bagi mauquf ‘alaih. Majunya 

perkembangan teknologi terutama dalam hal keuangan, bukanlah satu-satunya 

faktor agar wakaf produktif dapat tercipta sehingga bisa membantu pemerintah 

dalam menyejahterakan rakyat dan mengentaskan kemiskinan.  

 

5.2 Implikasi Penelitian 

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan sebelumnya, terdapat 

beberapa hal yang dapat dipertimbangkan bagi pihak terkait, antara lain : 

1. Bagi Masyarakat 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membuat para masyarakat selaku 

wakif memahami hukum terkait wakaf tunai, sehingga masyarakat tidak lagi 

beranggapan bahwa wakaf hanyalah berupa harta benda tak bergerak. Dengan 

adanya pemahaman lebih terkait hal itu, diharapkan wakif akan mewakafkan 

hartanya yang berupa uang atau wakaf melalui uang sehingga dapat membantu 

dalam pengelolaan wakaf non produktif dan potensi wakaf tunai yang sangat 

luar biasa dapat tercipta. 

2. Bagi Lembaga Wakaf 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membuat lembaga-lembaga wakaf 

terkait menyadari pentingnya kualitas Nazhir dalam proses pengelolaan wakaf 

sehingga menjadi lembaga wakaf yang dapat dipercaya oleh masyarakat dan 
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mampu mengelola dana wakaf lebih optimal untuk diberikan manfaatnya 

kepada para mauquf ‘alaih. 

3. Bagi Pemerintah 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membuat pemerintah mengeluarkan 

regulasi yang sesuai dan mendukung dalam proses pengelolaan dan 

pemanfaatan wakaf, membentuk shariah advisors sebagai bentuk kontrol 

terhadap lembaga wakaf dalam menjalankan tugasnya, sehingga dapat 

mewujudkan wakaf produktif sebagai salah satu solusi atas masalah sosial-

ekonomi. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi alternatif maupun tambahan referensi 

bagi pengembangan penelitian tentang optimalisasi pengelolaan wakaf 

produktif. Hingga penelitian ini diselesaikan, peneliti belum menguji dan 

memvalidasi terkait model penelitian yang diajukan apakah dapat berjalan 

sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan masih dapat 

dikembangkan lebih lanjut, baik oleh peneliti pribadi, maupun peneliti lainnya. 

 

5.3 Keterbatasan dan Saran 

Penelitian ini tentunya masih jauh dari sempurna dan masih terdapat 

keterbatasan yang dihadapi oleh peneliti, yaitu proses pengumpulan info atau data 

dari praktisi wakaf secara langsung, terutama lembaga wakaf terkait. Peneliti hanya 

bisa mendapatkan data sekunder melalui metode konseptual (studi pustaka). 

Peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah metode penelitian yang 

digunakan dalam studi kualitatif ini, misalkan saja menggunakan metode Analytical 
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Hierarchy Process (AHP), agar model penelitian yang dibuat oleh penulis dapat 

diuji dan divalidasi apakah relevan dengan kondisi yang ada. 
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